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VISI & MISI INDONESIA MAJU
20202024

VISI MISI

PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA

STRUKTUR EKONOWING PRODUKTIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING

PEMBANGUNAMANG MERATA DAN BERKEADILAN

MENCAPAI LINGKUNGAN HIDARG BERKELANJUTAN

KEMAJUAN BUDAYA YANG MENCERMINKAN KEPRIBADIAN BANGSA

PENEGAKAN SISTEM HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA
PERLINDUNGAN BAGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA
PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN TERPERCAYA

SINERGI PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN

TERWUJUDNYA INDONE
MAJU YANG BERDAULA
MANDIRI, DAN

BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTO
ROYONG
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PRIORITAS KERJA
TAHUN KE DEPAN192024

A SDM yang pekerja keras, dinamis,
terampil, danmenguasalPTEK
Mengundangtalenta global

PEMBANGUNARDM

>\

Penghuburg produksidandistribusi
Mempermudah akses wisata
Mendongkrak lapangaikerja

Nilai tambah perekonomian

2 PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR

> > >

TERWUJUDNYA INDONESIA M

Kendalaregulasi disederhanaka,

dipotong, dandipangkas YANG BERDAULAT, MANDIRI, [
Omnibus Law BERKEPRIBADIAN BERLANDA!
GOTONGROYONG

SIMPLIFIKAREGULASI

>\

A Penyederhanaatirokrasimenjadi2

PENYEDERHANAAN (dua) leveleselon

BIROKRASI A Peralihanjabatan struktural menjadi
fungsional

5 Daya saingnanufaktur dan jasanodern

TRANSFORMAEKONOMI bernilai tambah tinggi




7 PERINTAH PRESIDEN UNTUK KABINET INDONESIA MAJU

1. Jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya
korupsi!

2. Tidak ada visi misi Menteri, yang ada visi misi Presiden-Wakil

Presiden!

Kerja cepat, kerja keras, kerja produktif!

Jangan terjebak rutinitas yang monoton!

Kerja berorientasi pada hasil nyata! Tugas kita tidak hanya menjamin

sent, tapi delivered!

Selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya!

. Semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang tidak
bersungguh-sungguh, tidak serius, bisa saya copot di tengah jalan! |
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ARAHAN PRESIDEN TERHADAP ERRIEGAHAKORUPSI

BERDAMPAK PERIZINAN

SISTEMIK

SEKTOR
MENGHAMBAT PRIORITAS

INVESTASI '

PELAYANAN
MENGHAMBAT PUBLIK

PEMBANGUNAN

MENGHAMB
KESEJAHTER




LANGKAHL ANGKAH PEMBERANTASAN KORUPSI

Perbaikan regulasi dan tata kelola
kelembagaan

Pengawasan efektif dan melibatkan
partisipasi publik

Penguatan Stranas PK

- pemetaanarearawan korupsi

- survei persepsi integritas

- kajiankajian sektor strategis

- pendidikan antikorupsi

- revitalisasi aparat pengawas internal pemerintah

(APIP)




TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI SPBE

PeraturanPresidenNomor 95 Tahun2018 TentangSPBE ¢ Transformasi Digital melalui pembangunan SPBE yang

SistemPemerintahanBerbasisElektronik (SPBE) mencakup e-planning, e- procurement, e-budgeting, dan e

Penyelenggaraarpemerintahan yang memanfaatkanteknologi informasi dan government juga menjadi salah satu poin penting untuk
komunikasuntuk memberikanlayanankepadapenggunaSPBE

QUICK WINS
MANAJEMEN

KEGIATAN KEPEGAWAIAN KEARSIPAN
PEMERINTAH

mengatasimasalahdan menutup peluangkorupsi.

PENGADUAN INFRASTRUKTUH
MASYARAKAT

INTEGRASI INTEGRASI LAYANAN INTEGRASHEOKUMEN INTEGRASI PENGADUAN: A PUSAT DATA NASIONAL
PERENCANAAN, KEPEGAWAIAN ANTAR PERSURATAN PELAYANAN PUBLIK I A JARINGAN INTRA
PENGANGGARAN, BKN DAN INSTANSI (ARSIP DINAMIS) PEMERINTAH
PENGADAAN BARANG PEMERINTAH
DAN JASA, KINERJA,

Koordinator
Kementerian KOMINFO

Koordinator Koordinator Koordinator Koordinatot
Kementerian PPNBappenas Kementerian PANRB Kementerian PANRB Kementerian PANRB

TargetTahun2022 TargetTahun2020 TargetTahun2020 TargetTahun2020
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NETRALITAS ASN
DALAM PELAKSANAAN

PILKADA SERENTAK
TAHUN 2020




